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PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 3 TAHUN 2006

TENTANG
PEMBENTUKAN DANA CADANGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI CIAMIS,

bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat
membentuk Dana Cadangan guna mendanai kegiatan yang
penyediaan dananya tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) Tahun
Anggaran;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a

di atas perlu dibentuk Dana Cadangan yang diatur dengan
Peraturan Daerah.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat
(Berita Negara Tahun 1950) ;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 3851);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun
2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3952);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, tentang Pemilihan,
Pengesahan Pengangkatan, dan pemberhentian Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4480),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17
Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 39 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4494);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2002,
tentang Pengukuhan Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Ciamis Tahun 2002 Nomor 9 Seri D);

Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2004 tentang
Rencana Stratejik Pemerintah Kabupaten Ciamis Tahun 2004-2009
(Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2004 Nomor 17 Seri D );
Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 21 Tahun 2004 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun
2004 Nomor 21 Seri D).

Dengan persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS
dan
BUPATI CIAMIS

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS TENTANG
PEMBENTUKAN DANA CADANGAN .



BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ciamis.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Ciamis.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD
adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Ciamis.

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan
Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah
Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta ditetapkan
dengan Peraturan Daerah.

6. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung
kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat
dipenuhi dalam 1 (satu) Tahun Anggaran.

7. Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui
sebagai penambabh nilai kekayaan bersih.

8. Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui
sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

9. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke Kas Daerah.

10. Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah
Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai
dengan uang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan,
Perjanjian atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.

11. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan
Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang
bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah dibebani kewajiban
untuk membayar kembali.

BAB I
PEMBENTUKAN, TUJUAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dana Cadangan.

Pasal 3

Pembentukan Dana Cadangan bertujuan untuk membiayai pelaksanaan
pembangunan yang bersifat strategis dan berskala besar yang tidak dapat
dibebankan dalam satu Tahun Anggaran.



Pasal 4

Penggunaan Dana Cadangan antara lain untuk membiayai
Pembangunan sarana dan prasarana dasar dan pelayanan umum,
belanja Pilkada, sarana dan prasarana perkotaan serta program dan
kegiatan lain berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

BAB Il

SUMBER DANA DAN BESARAN
Pasal 5

Dana Cadangan dimaksud pada Pasal 2, dapat bersumber dari :

a. Sebagian dan/atau seluruhnya dari sisa lebih anggaran tahun lalu dan
pendapatan tahun berjalan.

b. Penyisihan atas penerimaan daerah kecuali DAK.
Pinjaman Daerah.

d. Penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran
tertentu berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6
(1) Untuk pertama kalinya pembentukan Dana Cadangan pada saat
ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah sebesar Rp 2.500.000.000,-
(Dua milyar lima ratus juta rupiah).
(2) Setiap perubahan Dana Cadangan dicantumkan dalam Peraturan
Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB |V
PENGELOLAAN DANA CADANGAN
Pasal 7

(1) Penggunaan Dana Cadangan dalam 1 (satu) Tahun Anggaran
menjadi penerimaan pembiayaan APBD dalam Tahun Anggaran
yang bersangkutan.

(2) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2
ditempatkan pada Rekening tersendiri yang dikelola oleh Pejabat
Pengelola Keuangan Daerah.

(3) Dalam hal Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayar (1)
belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana tersebut
dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap
dengan risiko rendah.

(4) Hasil dari penempatan dalam portofolio sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) menambah Dana Cadangan.

(5) Posisi Dana Cadangan dilaporkan sebagai bagian yang tidak
terpisahkan dari Laporan Keterangan Pertanggungjawaban APBD.



BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur
lebih lanjut dalam Peraturan dan/atau Keputusan Bupati.

Pasal 9
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, = memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam
Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 12 Oktober 2006

BUPATI CIAMIS,

Capl/ttd

H. ENGKON KOMARA

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 12 Oktober 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Capl/ttd

H. SUBUR DWIONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
TAHUN 2006 NOMOR 3 SERI E



PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 3 TAHUN 2006

TENTANG

PEMBENTUKAN DANA CADANGAN
UMUM

Dalam rangka pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana
ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah yang diikuti dengan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun
2004, timbul hak dan kewajiban Daerah yang dapat dinilai dengan uang sehingga perlu
dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah.

Dalam Pasal 122 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Pemerintah Daerah dapat membentuk Dana
Cadangan guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat
dibebankan dalam satu tahun anggaran, dimana pembentukan dana cadangan
dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini menjelaskan beberapa istilah yang dipergunakan dalam Peraturan
Daerah ini, dengan maksud agar terdapat pengertian yang sama sehingga
kesalah pahaman dalam penafsiran dapat dihindarkan.

Pasal 2

Cukup jelas
Pasal 3

Cukup jelas
Pasal 4

Cukup jelas
Pasal 5

Huruf d

Penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu
seperti pendapatan RSUD dan dana darurat.

Pasal 6

Cukup jelas



Pasal 7
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)

Salah satu contoh portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah
adalah deposito pada Bank Pemerintah.

Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Pasal 8
Cukup jelas
Pasal 9

Cukup jelas



